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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus
yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Pelaku dan Korban
pada kasus kekerasan tersebut bukanlah hanya orang dewasa melainkan remaja
serta anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena anak
yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan

temannya, justru harus berhadapan dengan hukum.!

Sumber : https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Gambar 1 Presentase Korban dan Pelaku Kasus Kekerasan di Indonesia

Menurut Status Usia Pada Tahun 2022
Berdasarkan pada gambar 1 dapat dilihat bahwa presentase korban kekerasan
di Indonesia menurut status usia yaitu anak sebanyak 59,9% dan dewasa sebanyak

40,1%. Presentase Pelaku kekerasan di Indonesia menurut status usia yaitu anak

sebanyak 16,8% dan dewasa sebanyak 83,2%.

! Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Pelindungan Anak Dalam Hukum Pidana,
(Yogyakarta : C.V Andi, 2018), hal. 248.
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Sumber : https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Gambar 2 Presentase Korban dan Pelaku Kasus Kekerasan di Indonesia

Menurut Status Usia Pada Tahun 2023

Berdasarkan pada gambar 2 dapat dilihat bahwa presentase korban dan pelaku
kekerasan di Indonesia menurut status usia pada tahun 2023 meningkat dari tahun
2022. Jumlah Presentase anak sebagai korban menjadi 62,2% dan dewasa sebanyak
37,8%. Presentase anak sebagai pelaku menjadi 17,8% dan dewasa sebanyak

82,2%.?

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan suatu
tindakan, karena masa anak atau remaja adalah suatu masa yang sangat rentan
dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu. Oleh karenanya
seorang anak jika melakukan suatu tindakan kurang mempertimbangkan akibat dari

tindakan yang akan dilakukannya.

Jenis kejahatan oleh anak yang sering ditemui yaitu pencurian biasa, pencurian
dengan kekerasan, narkotika, asusila, senjata tajam, pengeroyokan/pemukulan dan
lain sebagainya. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak dipicu oleh adanya

perkembangan ekonomi yang tidak merata, kondisi keluarga yang kurang baik

2 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
“Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak”, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
ringkasan (Dikutip, 8 Februari 2024, 21.25 WIB).
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(broken home), perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan, dan kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap hukum.?> Anak melakukan tindak pidana juga tidak
terlepas dari faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa.
Pada titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk memengaruhi,
menyuruh, atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. Di samping itu, faktor
ketidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan yang massive dan
cepatnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak

pidana.*

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah
aktivitas seksual yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Hal tersebut
dikarenakan para anak bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini
dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan
secara salah, biasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana
seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan yang
berbau porno, gambar porno, film, dan VCD porno yang banyak beredar di
masyarakat. Hal-Hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi
yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual

atau tindak pidana anak dalam lingkup seksual.’

Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh anak biasanya terjadi karena adanya

pengaruh pola pikir anak yang ingin tahu menahu tentang hubungan intim atau

3 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 248.

4 Harrys Pratama Teguh, Loc.Cit, hal. 248.

3> Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 20147, Jurnal Preferensi
Hukum. Vol. 1 No. 2 (September, 2020) hal. 63.
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persetubuhan. Hal lain yang bisa memicu anak melakukan tindak pidana kekerasan
seksual adalah pengaruh dari kurangnya pengawasan keluarga terhadap tontonan
anak dan dapat pula pengaruh pertemanan anak. Adapun arti kekerasan seksual
adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada
tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat,
atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk
mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara

fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.®

Pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum sebagai bentuk
penegakan hukum. Hal tersebut erat kaitannya dengan masalah pemidanaan yang
berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai, yaitu
pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Sifat pemidanaan
bukanlah semata-mata hanya bersifat punitive (menghukum) maupun mencari-cari
kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari
perbuatan-perbuatan asosial. Perlindungan anak tersebut dilakukan sesuai dengan
kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak
dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu
sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional,

bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.’

Teori yang sesui dengan filsafat pemidanaan anak yang berkonflik dengan

hukum yaitu pencegahan (deterrence), baik pencegahan umum dan pencegahan

¢ R. Valentina Sagala, 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual, (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2022), hal. 2-3.

7 Muhammad F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 1 (September, 2018), hal. 145.
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khusus. Tujuan pemidanaan untuk pencegahan umum ditujukan untuk memberikan
peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Pencegahan khusus
dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan deterrence effect

kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.®

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian. Kedua

bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak, yaitu :°

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup :
a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi :
a. Perlindungan dalam bidang sosial,
b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,

c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses
peradilan pidana juga dimaksudkan agar tidak terabaikannya kesejahteraan anak itu
sendiri. Kesejahteraan anak itu penting karena alasan yang pertama yaitu anak
adalah potensi serta generasi penerus bangsa yang landasannya telah diletakkan
oleh generasi sebelumnya. Kedua yaitu agar setiap anak mampu untuk memikul
tanggung jawab tersebut maka anak tersebut perlu mendapat kesempatan untuk

tumbuh, dan perkembangan secara wajar. ketiga yaitu di dalam masyarakat terdapat

8 Beby Suryani Fithri, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Jelly Leviza, “Asas Ultimum
Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam
Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
125/PID/A/2012/PN.GS)”, USU Law Journal, Vol. 2 No. 2 (November, 2013), hal. 16.

® Ibid, hal. 145-146.
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anak-anak yang kini mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial,
dan ekonomi. keempat yaitu anak belum mampu memelihara dirinya. Terakhir yang
kelima bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan

dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. '

Perlindungan hukum terhadap anak korban pidana asusila adalah dengan
melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutakan
pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Anak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan
melalui upaya edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai keagamaan dan nilai
kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada saat

setiap pemeriksaan. !

Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang
tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi
dalam rangka pendidikan dan pencegahan.'? Menurut Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua
jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah
14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun

keatas.

10 Harrys Pratama Teguh, Op.Cit, hal. 51.

' Abdul A. P. Nasution, Ridho Mubarak, Anggreni Atmei Lubis, “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN
Mdn”, Jurnal llmiah Hukum, (2021), hal. 170-171.

12 Harrys Pratama Teguh, Op.Cit, hal. 42.
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Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian
kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit
jiwa, perawatan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial),
kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan
akibat tindak pidana. Pada sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak
pidana anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok yang
pertama yaitu pidana peringatan, kedua yaitu pidana dengan syarat yang merupakan
pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, ketiga yaitu
pelatihan kerja, keempat yaitu pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pada pidana
tambahan yang pertama yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana, dan yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban adat. Selain itu, Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,
penyidik pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil
keputusan untuk menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua/wali, dan
mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan

sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.'3

Kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Kekerasan
Seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang telah diputuskan dalam
Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Nomor : 71/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Mdn. Kedua kasus tersebut terjadi pada satu peristiwa yang sama

13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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namun dengan dakwaan terpisah. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 06 Juni 2023
di Jalan Sidorukun Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur. Para anak pelaku
melakukan pelecehan/perbuatan cabul secara bersamaan dan persetubuhan secara
bergantian. Namun pada saat itu anak Korban tidak ada perlawanan. Berdasarkan
kesaksian anak korban menyatakan alasannya tidak melakukan perlawanan karena

anak korban juga penasaran bagaimana berhubungan seks.

Para Anak pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang

berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pasal 81 Ayat (1) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

2. Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.
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3. Pasal 82 Ayat (1) jo 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

4. Pasal 6 huruf ¢ jo pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan
alternatif empat yaitu diatur dalam Pasal 6 huruf ¢ jo 15 ayat (1) huruf f dan g
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengkaji Pertimbangan Hakim dalam pemilihan dakwaan alternatif,
Pertimbangan Hakim dalam pemenuhan unsur pada dakwaan keempat dan
Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut yang terdapat perbedaan dalam
penjatuhan pidana, yaitu pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Aanak/2023/PN Mdn
bahwa para anak pelaku masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas I Medan, serta pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Unit
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Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa.
Sedangkan pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn para anak pelaku
masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta pelatihan kerja
masing-masing 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak

Remaja (UPT PSAR).

Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya
pertimbangan hakim itu sendiri dan pedoman pemberian pidana yang umum
sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis
pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Hal tersebut
berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dampaknya dapat melemahkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, dapat
menimbulkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan bagi para anak pelaku,

dan tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat diperlukannya
penulisan tentang “Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan: 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn
dan Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)” untuk mengkaji dan
memahami lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memilih
dakwaan alternatif, pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur tindak pidana,

dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada kedua putusan tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pindana kekerasan seksual
secara fisik?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak
pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi bagi
penulis atau masyarakat umum pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait pengaturan dan sanksi tindak pidana

kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
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2. Secara Praktis

a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu hukum mengenai tindak pidana
kekerasan seksual untuk penulis dan mahasiswa/i.

b. Sebagai masukan bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan
hukum dengan sebenar-benarnya sehingga melahirkan keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup tindak pidana

kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap
hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area, Perpustaakan Universitas Medan Area dan penelusuran
melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penerapan Pasal 6
Huruf ¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Bagi Anak Pelaku Kejahatan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Mdn dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn) diantaranya :

1. Andi Gunawan M, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis
Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak (Studi Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”. Dengan
rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana
kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor

221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?
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b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada
pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor :
221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi

pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan

seksual berdasarkan putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

2. Marsella Ananda Putri Br Sembiring, (2023), Universitas Medan Are,
“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan
Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)”. Dengan
rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan
kekerasan seksual?

b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan
kekerasan seksual?

c. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pelaku kejahatan kekerasan
seksual?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan untuk mengetahui eksitstensi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.
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3. Diana Riski, (2023), Universitas Borneo Tarakan, “Tinjauan Yuridis
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Pradigma baru Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Upaya Hukum Preventif dan Represif dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pradigma baru tindak pidana

kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan untuk mengetahui Upaya Hukum

Preventif dan Represif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Adji Wira Abadi, (2022), Universitas Sriwijawa, “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/Anak/2021/PN Plg dan
Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb). Dengan rumusan masalah
sebagai berikut :

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak
pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor
25/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Jmb?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak

pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam
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Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor

15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis
pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor
25/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Plg dan putusan Nomor 15/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Jmb dan untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan
hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana
persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor
25/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Plg dan putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Jmb.

Berdasarkan keempat judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan keempat
judul penelitian diatas yaitu mengkaji pengaturan hukum di Indonesia mengenai
tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan mengkaji pertimbangan hakim
terhadap anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada putusan Nomor :
70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan.
Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan
keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa
keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan

secara keilmuan akademis.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum
memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam
persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.'*

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal

sebagai berikut :!°

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek
menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam
persidangan.

3. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus

mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga

14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004) hal. 140.
15 Ibid, hal. 141.
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hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan
dapat dikabulkannya atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar

putusannya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis,

yaitu :'®

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan
oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat
dalam putusan, pertimbangan yuiridis diantaranya :
a. Dakwaan jaksa penuntut umum
b. Keterangan saksi
c. Keterangan terdakwa
d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Selain  pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan
pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya,
yaitu :
a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
b. Kondisi diri dari terdakwa.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah

disebutkan diatas, terdapat keadaan yang meberatkan dan meringakan yang

16 Nimerodi Gulo, dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”,
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47 No. 3 (Juli, 2018), hal. 223-225.
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dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Peraturan perundang-undangan tidak secara
jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan
meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan
meringankan.!” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa
pengertian “keadaan” adalah : sifat; perihal (suatu benda) atau suasana: situasi yang
sedang berlaku.'® Sedangkan yang dimaksud dengan yang memberatkan dan yang
meringankan adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana
berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini yaitu ukuran pidana yang
akan dijatuhkan.!® Contoh keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut :*
1. Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu :
a. Meresahkan masyarkat.
b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.
c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
d. Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu :
a. Belum pernah dihukum.
b. Menyesali perbuatannya.
c. Mengakui Perbuatannya.

d. Bersikap Sopan dipersidangan.

7 Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam
Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2018), hal. 89.

'8 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia  Daring”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan (Dikutip, 29 Mei 2024, 19.50 WIB).

19 Dwi Hananta, Op.Cit, hal. 90.

20 Dwi Hananta, Op.Cit, hal. 221-222.
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2.1.2 Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf

Buku I bab III KUHPidana menjelaskan tentang hal-hal yang
mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana. Alasan penghapus pidana
adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa)
yang jika dipenuhi menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman,
meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan
dijatuhi sanksi atau hukuman. KUHPidana tidak menguraikan dan menjelaskan apa
itu alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan
pemaaf.?! Namun, hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam 2

(dua) kelompok yaitu:

1. Alasan Pembenar
Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan dan
menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga
apa yang dilakukan oleh si pembuat/pelaku tindak pidana lalu menjadi
perbuatan yang patut dan benar.??> Macam-macam alasan pembenar
yaitu :
a. Pembelaan terpaksa (noodweer) : Diatur pada pasal 49 Ayat (1)
KUHP.
b. Menjalankan perintah undang-undang : Diatur pada pasal 50

KUHP.

2l Nanang Tomi Sitorus, “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi
Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)”, Doktrina : Journal Of Law, Vol. 3
No. 2 (Oktober, 2020), hal. 134.

22 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di
Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011).
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c. Menjalankan perintah jabatan : Diatur pada pasal 51 ayat (1)

KUHP.
2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si

pembuat/pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan

perbuatan pidana, tetapi si pembuat/pelaku tindak pidana tidak dapat

cela atau tidak dapat dipersalahkan. Dengan kata lain alasan pemaaf

itu dapat menghapuskan pidananya si pembuat/pelaku tinda pidana.??

Macam-macam alasan pemaaf yaitu :

a. Ketidakmampuan bertanggungjawab : Diatur pada pasal 44 KUHP.

b. Daya paksa (overmacht) : Diatur pada pasal 48 KUHP.

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas : Diatur pada pasal 49
ayat (2) KUHP.

d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang : Diatur pada pasal

51 ayat (2) KUHP.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Anak Dalam Hukum Pidana
Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan Yang Maha Esa, yang
harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan

negara, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

23 | Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Fikahat Aneska, 2010), hal.
139.
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kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
pelindungan.?

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas
definisi tersebut berdasarkan usia. Secara psikologis, anak bukanlah kategori
berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia.
Walaupun secara biologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila
perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja
seseorang dikatakan masih kategori anak.?> Beberapa definisi anak menurut
undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur 16 tahun.?®

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.?’

Anak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam
undang-undang. Terlebih lagi hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

negara, dan pemerintah. Mengenai hak anak dapat dilihat dari Konvensi Hak-Hak

24 Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif llmu Kedokteran
Forensic, (Jakarta Timur : Rayyana Komunikasi, 2017), hal. 1-2 .

% Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Ghozi, Terminologi Perlindungan
Anak Dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta,

2019.
26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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Anak dan dari berbagai Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia,
diantaranya :
1. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah :2

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak
anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak anak
untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang
sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak anak
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan
dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak
yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (delevopment rights), yaitu hak-hak
anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk
pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai
standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral, dan sosial anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak
dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk

menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

28 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,
2016), hal. 34-35.
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2. Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :*°
a. Terdapat pada pasal 4 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh dan berkembang dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

b. Terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegarannya.

c. Terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya,
dalam bimbingan orang tua.

d. Terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) yang berbunyi : “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya
tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam
keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau
diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

e. Terdapat pada Pasal 8 yang berbunyi :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Terdapat pada Pasal 9 berbunyi :
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Terdapat pada Pasal 11 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.

i. Terdapat pada Pasal 12 yang berbunyi :

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial.

j. Terdapat pada Pasal 13 yang berbunyi :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

penelantaran;

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan
segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

el

k. Terdapat pada Pasal 14 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan pertimbangan terakhir.
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. Terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan

5. pelibatan dalam peperangan.

. Terdapat pada Pasal 16 yang berbunyi :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku
dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

. Terdapat pada Pasal yang berbunyi :

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
dan

3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan.

. Terdapat pada Pasal 18 yang berbunyi :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

. Terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi :

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;

2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
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5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :*°
a. Terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan

kebutuhan sesuai dengan umurnya;

dipisahkan dari orang dewasa;

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

melakukan kegiatan rekreasional;

bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan

martabatnya;

tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,;

9. tidak dipublikasikan identitasnya;

10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang

Nk

=

dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial; 1. memperoleh kehidupan
pribadi;

12. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

13. memperoleh pendidikan;

14. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

15. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi :

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

mendapat pengurangan masa pidana;

memperoleh asimilasi;

memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

memperoleh pembebasan bersyarat;

memperoleh cuti menjelang bebas;

memperoleh cuti bersyarat; dan

memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nk L=

30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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2.2.2 Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu
perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan atas perbuatan tersebut dapat
dikenakan sanksi atau hukuman.

Pelaku Tindak Pidana yang merupakan seorang anak disebut dengan
anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang berbunyi :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, suatu rumusan tindak pidana (delik) hanya diperuntukkan
untuk pelaku tunggal, Namun terdapat adanya ketentuan tentang penyertaan
(deelneming) sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.*!

Istilah penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu
tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil
bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.>?

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian
dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana,
mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum
terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan
keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta,

bersamasama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah

31 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta :
CV. Budi Utama, 2020), hal. 75.
32 [bid, hal. 76.
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terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana
pelaku).

Pokok persoalan dalam penyertaan (deelneming) adalah menentukan
pertanggungan jawab dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya.
Hal ini disebabkan oleh karena apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa
orang, maka pertanggungjawaban dari pada setiap orang yang merupakan peserta
di dalam delik, dapat berbeda-beda satu sama lain.*

Dengan demikian dapat dilihat ada 4 (empat) bentuk atau jenis
penyertaan (deelneming), yaitu:>*

a. Orang yang melakukan (dader plagen), yaitu orang yang bertindak
sendiri unttuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak
pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen), yaitu orang yang
melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak
pertama yang melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi dengan
bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak
pidana.

c. Orang yang turut melakukan (made plagen), yaitu yang melakukan
tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit
2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan

made plagen.

33 Ibid, hal. 77.
3% Ibid, hal. 78-79.
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d. Orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk

melakukan perbuatan pidana (uitlokken).
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung menyebut kekerasan
seksual. Hal ini wajar dikarenakan tidak semua dari kita berlatar belakang
pendidikan hukum atau berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sendiri tidak menyebut perbuatan tertentu dalam
pengaturannya sebagai tindak pidana, misalnya tindak pidana pencurian,tindak
pidana pembunuhan, dan seterusnya. Namun pembaca dan penggunanya
memahami bahwa yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana.®®

Menurut Simons, Tindak Pidana merupakan tindakan atau perbuatan
yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar
hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat
bertanggung jawab. Menurut U. Utrecht, Tindak Pidana merupakan istilah
peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan
suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang
ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

RUU PKS tahun 2017 mengatur definisi kekerasan seksual yaitu setiap
perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya
terhadap tubuh, hasrat seksual seseprang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa,

bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak

35 R. Valentina Sagala, Op.Cit, hal. 1.
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mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi
kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat
berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian
secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Sejalan dengan perkembangan legislasi, dalam naskah RUU TPKS yang
disusun DPR pada 2022, terdapat pengertian kekerasan seksual yaitu kekerasan
seksual adalah setiap perbuatan yang berisifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah
kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara pakda dengan ancaman, tipu
muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu
untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan
secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.

Namun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah menginginkan
pengertian tersebut dihapus dengan alasan pengertian kekerasan seksual
dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan
seksual. Hal ini dipandang lebih mempermudah aparat penegak hukum dalam
memproses kekerasan seksual. Panitia Kerja (PANJA) DPR RUU TPKS
menyetujui usulan ini hingga dalam UU TPKS tidak terdapat pengaturan mengenai
pengertian kekerasan seksual melainkan pengertian tindak pidana kekerasan
seksual.

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual yang berbunyi : “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan

perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
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sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Artinya sejak diberlakukannya
UU TPKS, yang dimaksud dengan TPKS dalam hukum Indonesia adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam
UU TPKS dan diatur dalam Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia

sepanjang ditentukan dalam UU TPKS.%

2.3.2 Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Bentuk atau klasifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur pada
pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas : 3’
pelecehan seksual nonfisik;
pelecehan seksual fisik;
pemaksaan kontrasepsi;
pemaksaan sterilisasi;
pemaksaan perkawinan;
penyiksaan seksual;
eksploitasi seksual;
perbudakan seksual; dan
. kekerasan seksual berbasis elektronik.
(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak,
dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan
kehendak korban;
ponografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara
eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
pemaksaan pelacuran;
tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk
eksploitasi seksual;
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

FERMme AL o

@

~E e

36 R. Valentina Sagala, Op.Cit, hal. 3.
37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
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j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak
pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis atau klasifikasi kekerasan seksual menurut Komnas

Perempuan, yaitu :*8

1. Perkosaan
Yaitu serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan
memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga
menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan
dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis,
penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan
dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain
dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah
ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan
penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada
orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh,

misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau
percoban perkosaan
Yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa
takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi

seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

3% Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan”,
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/1 5-bentuk-
kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan (Dikutip, 23 Desember 2023, 13.07 WIB).
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melalui surat, sms, emai, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan

perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual
Yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik
dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk
menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,
mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan
atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang yang
bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,

tersinggung, merasa direndahkan martabatnya.

4. Eksploitasi seksual
Yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau
penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual,
maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial,
dan politik. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah
menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam

prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
Yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim,
memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/1/25
33

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meg%rcleléls"ei:amm (renository maacid)12 /1 /95



Salsabila - Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ....

pemberian pembayaran. Perdagangan perempuan dapat terjadi di

dalam Negara maupun antar negara.

6. Prostitusi paksa
Yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman
maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat
dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat
perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari
prostitusi, dikarenakan dilakukan dengan penyekapan, penjeratan

utang.

7. Perbudakan seksual
Yaitu situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh
korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk
memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain
kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana

perempuan dewasa atau anak-anak yang dipaksa menikah.

8. Pemaksaan perkawinan
Yaitu pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan
seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak
diinginkan oleh perempuan tersebut. Misalnya:
a. Perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti
kehendak orang tuanya untuk menikah, sekalipun bukan orang

yang dia inginkan dan bahkan orang yang tidak dikenalinya;
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b. Memaksa korban menikahi pelaku, dan pernikahan itu dianggap
untuk mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi;

c. Cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada
dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai;dan

d. Kawin cina buta yaitu memaksakan perempuuan untuk menikah

dengan orang lain untuk satu malam.

9. Pemaksaan kehamilan
Yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun
ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia
kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban
perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan

kehamilannya.

10. Pemaksaan aborsi
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya

tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi
Yaitu sisebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi
dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari
perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap
ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan
persetujuan. Kasus ini biasa terjadi pada perempuan dengan alasan

mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS.
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12. Penyiksaan seksual
Yaitu tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan,
yang dilakukan dengan sengaja sehingga sampai menimbulkan rasa

sakit atau penderitaan hebat.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan,
ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk
dalam penyiksaan, ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-
hukuman yang mempermalukan atau untuuk merendahkan martabat

manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau
mendiskriminasi perempuan
Yaitu kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama
dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan
cidera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan.
Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas

perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. Kontrol seksual terhadap perempuan, termasuk aturan diskriminatif
atas dasar moralitas dan agamaya
Yaitu cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan
perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan
antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi

perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi
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landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual
dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam,
larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan

kerabat atau perkawinan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

Bulan

Oktober | Desember | Februari Maret Juli Agustus
No Kegiatan 2023 2024 2024 2024 2024 2024

1. | Pengajuan
Judul

2. | Bimbingan
Proposal

3. | Seminar
Proposal

4. | Penelitian
Skripsi

5. | Bimbingan
Skripsi

6. | Seminar Hasil

7. | Sidang Meja
Hijau

3.1.2 Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A
Khusus Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan

Medan Petisah, Kota Medan.
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3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang pada
dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.
Metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas
aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-
undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan

(horizontal).>’

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif

atau kepustakaan tersebut mencakup :*

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.

5. Sejarah hukum.

3 Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 23.
40 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”,
(Cet. 8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 13-14.
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3.2.2 Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang
diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer/dasar dan
dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.*!

Jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian
ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu data sekunder. Data
sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.
Bahan hukum primer terdiri dari Norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945), batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR,
peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
seperti hukum adat, Yurisprudensi, traktat, dan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
terdiri dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari
kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Contohnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.*?

Bahan hukum yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini

berdasarkan judul penelitiandan rumusan masalah yaitu :

4 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hal. 12.
42 Soejono Soekanto dan Srl Mamudji, Op.Cit, hal. 13.
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan
diteliti. yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu skripsi, tesis, jurnal, pendapat para
ahli, media massa, media elektronik, berita, dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Haukum Tersier, yaitu kamus hukum, website dan lainnya

yang berhubungan dengan penelitian ini.
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan mengenai teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara
mengadakan penelusuran yang diteliti melalui berbagai sumber
bacaan tertulis atau buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum,
karya tulis ilmiah, bahan ajar kuliah, dan peraturan-peraturan yang
berlaku.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan
penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis melakukan
wawancara kepada hakim yang memutus perkara pada Putusan
Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor :
71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn yaitu Bapak Martua Sagala, S.H.,

M.H. di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan
pengaturan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar secara sistematis dan
rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan
menggunakan penelitian metode dedukatif. Data kualitatif yang diperoleh secara
sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara
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kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.®’
Pendekatan dedukatif dikenal dengan juga metode fop down yang berasal dari atas
kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu
memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian

mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih dapat diuji.**

43 Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum, (Medan : Area
University Press, 2012), hal. 66.

“ Eva Yanuarti, “Penelitian Dedukatif : Pengertian — Ciri Dan Contohnya”,
Https.//Haloedukasi.Com/Penelitian-Deduktif / 2020/09/23 (Dikutip, 23 Desember 2023, 22.27
WIB).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/1/25
43

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meg%rcleléls"eﬁom (renository maacid)12 /1 /95


https://haloedukasi.com/Penelitian-Deduktif
https://haloedukasi.com/Penelitian-Deduktif

Salsabila - Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ....

BAB YV

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik
terdapat dalam beberapa undang-undang, yaitu ada pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Hakim memilih dakwaan keempat yaitu Pasal 6 Huruf C Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada
kedua putusan tersebut. Namun tidak seluruhnya unsur pada pasal tersebut
terpenuhi. Hakim keliru terhadap pemilihan dakwaan alternatif yang
diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga menyatakan bahwasanya
restitusi tidak diberikan dengan pertimbangan para anak pelaku tindak
pidana kekerasan seksual merupakan anak broken home sehingga
ditakutkan restitusi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut jelas
tidak memenuhi asas peradilan pidana anak yaitu perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah diatur pada Pasal 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan ,maka penulis mengajukan
beberapa saran untuk menjadi masukan kepada semua pihak yang terkait dalam
pembuatan peraturan/undang-undang dan dalam mempertimbangkan suatu kasus
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak. Yaitu:

1. Pengaturan hukum yang khusus terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sudah terwujud dan disahkan, bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan
peraturan/undang-undnag lainnya. Namun ada beberapa kekurangan
undang-undang tersebut terlebih lagi pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu cakupan unsur kesalahan per pasal
terlalu banyak/luas. Ada baiknya cakupan unsur kesalahan per pasal lebih
spesifik/dipersempit.

2. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya lebih memperhatikan
pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan kronologi dan
kesaksian para anak agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih dakwaan
yang bersifat alternatif. ~Hakim diharapkan secara konsisten
mempertimbangkan dan memutuskan perkara anak dengan berorientasi
pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak korban dan
mengutamakan asas-asas pada peradilan pidana anak. Terkhusus pada
kedua putusan tersebut hendaknya hakim mempertimbangkan asas

kepentingan terbaik bagi anak pada asas peradilan pidana anak.
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